. . BABYV _
PEMBAHASAN HASIL PENGOLAHAN DATA
Bab V berisi pembahasan hasil pengolahan data, yang intinya
mendeskripsikan dan menganalisis temuan penelitian untuk dijadikan bahan
kajian analisis kebijakan serta mencari bentuk atau pola intervensi sebagai

perbaikan kebijakan.

- Pembahasan Temuan Penelitian
Setiap unit analisis yang dijawéb oleh resonden dengan asumsi
mewakili karakteristik tipologi sekolah memberikan informasi yang
dipandang mempunyai kecenderungan normal dan konsisten. Berdasarkan
ftasil pembuktian hipotesis, dapat kita linjau pembanhasan data sebagai
berikut:
1. Kepemimpinan sekolah
a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kecil 55.60% (sedang);
(2) Tipe sedang 77.00 % (tinggi);
(3) Tipe besar 26.00% (rendah).
b. SLTP Negeri
(1) Tipe kecil 87.70% (tinggi);
(2) Tipe sedang 76.00 % (tinggi);

(3) Tipe besar 57.30% (sedanq).
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Data menunjukkan adanya perbedaan antara tipologi SD dan SLTP
Negeri berkenaan dengan pengaruh kepemimpinan sekolah, dan nilai-nilai
kebijakan terhadap efektivitas sekolah setelah pelaksanaan kebijakan MBS di
Jéwa Barat.

Penomena yang muncul pada sekolah dasar, ternyata pada tipe
sedang menunjukkan pengaruh yang tinggi, dan pada kelompok besar
cenderung rendah. Demikian pula terjadi pada SLTP Negeri, justru pada
kelompok kecil dan sedang menunjukkan pengaruh yang tinggi. Keadaan
tersebut, menarik untuk dikaji mengapa faktor kepemimpinan pada tipe
sekclah yang dipandang kecii mempunyai kecenderungan berpengaruh
positif terhadap efektivitas sekolah.

Indikator kepemimpinan pendidikan yang diharapkan mampu
melakukan inovasi, diantaranya harus mempunyai visi strategis dan
~didukung oleh gaya manajemen yang dinamik, pengambitan keputusan yang
tepat, cepat dan akurat. Oleh karena itu kebijakan Manajemen Berbasis
Sekolah, sesungguhnya adalah mode! pembaharuan menata sekolah, dan
membangun kewenangan secara utuh dalam pemberian pelayanan
pendidikan.

Seorang pimpinan sekolah merancang visi strategisnya dengan
memperhatikan bagaimana caraﬁya agar tewjadi pembelajaran yang terus
menerus bagi para anggotanya. Pembelajaran tidak dimaknai bersifat
formal seperti studi lanjut semata-mata, atau bentuk penataran yang

dilaksanakan secara formai, melainkan mereka mau belajar dari
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pengamatan, telaahan, dan kalau bisa melakukan penelitian kelas bagi guruy,
diskusi-diskusi dan dialog dengan para ahli datam rangka:upaya peningkatan
pelayanan pendidikan.

| Seéara sepesifik kepemimpinan kepala sekolah harus mempunyai; (1)
visi strategis; (2) kemampuan merefleksikan visi; (3) kemampuan
mengartikulasikan visi; (4) kemampuan merencanakan strategi pengem-
bangan, dan (5) kemampuan memobilisasi masyarakat dalam pencapaian
visi sekolah.

Bertolak dari temuan penelitian kepemimpinan, kepala sekolah
mempunyai peranan strategis dalam melaksanakan suatu kebijakan yang
mengérah kepada suatu inovasi manajemen pendidikan. Persoalan yang
ditemukan dari beberapa sekolah, adalah belum seluruh kepala sekolah
mempunyai gaya kepemimpinan pendidikan yang mengarah kepada inovasi,
Mereka masih menerapkan gaya pengambilan keputusan yang lamban dan
ragu-ragu serta perilaku manajerial tidak terbuka.

Kondisi masih bervariasinya kepemimpinan kepala sekolah,
dimungkinkan oleh berbagai faktor ‘antara lain: potensi diri kepemimpinan
kurang didukung oleh kecakapan, latar belakang pendidikan, sistem

rekrutmen, sistem pelatihan, dan kewenangan yang terbatas.

2, Komitmen Masyarakat Sekolah
Komitmen masyarakat sekolah, secara umum memberikan pengaruh

tidak langsung terhadap efektivitas sekolah :
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a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kecil sebesar 28.50% (rendah);
(2) Tipe sedang 22.00% (rendah);
(3) Tipe besar 39.40% (rendah).
b. SLTP Negeri
(1) Tipe kecil sebesar 87.50% (tingqi);
(2) Tipe sedang 12.00% (sangat rendah);
(3) Tipe besar 39.40% (rendah).
Komitmen masyarakat sekolah, ditinjau dari dua aspek yaitu tugas dan
tanggung jawab masing—masing. individu, seperti guru, staf TU, dan orang
tua, atas segala risiko yang harus menjadi tanggung jawabnya secara

proporsional, pada masing-masing sekolah mempengaruhi secara tidak

langsung kepada efektivitas sekolah.

Temuan peneiitjan menunjukkan komitmen masyarakat sekolah
secara parsial belum berpengaruh besar pada setiap tipe kelompok SD dan
SLTP Negeri, dan hanya pada SLTP Negeri tipe kecil menunjukkan adanya
pengaruh yang tinggi. Kondisi tersebut, tampaknya bertentangan dengan
manajemen yang dikatakan berhasi_I jika ditunjukkan ofeh adanya kualitas
komitmen personil sebagai anggoté organisasi. Orientasi komitmen personi
tertuju pada proses kebijakan sekolah yang | réi.atif stabil, dan
berkesinambungan untuk melakukan perbaikén. Apabila keadaan sekolah,

sebagai organisasi kurang didukung oleh komitmen personil dan masyarakat
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sekolah secara utuh tentunya perbaikan efektivitas sangat sulit dicapai.
Oleh sebab itu, kembali pada organisasi sekolah bagaimana membangun

komitmen fingkungan sebagai potensi yang harus digaliedan ditumbuh-

kembangkan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sekolah, secara umum memberikan pengardh
tidak langsung terhadap efektivitas sekolah:
a. Sekolah Dasar

(1) Tipe ked! 38.909;: (rendah);

(2) Tipe sedang 49.60% (sedang);

(3) Tipe besar 11.80% (sangat rendah).

b. SLTP Negeri |

(1) Tipe kecil sebesar 87.50% (tinggi);

(2) Tipe sedang 15.00% (sangat rendah);

(3) Tipe besar 43.40% (sedang).

Partisipasi masyarakat sekofah, yang terdiri dari komponen orang fua,
tokoh niasyarakat setempat, pejabat lokal sekitar sekolah, dan persénil
sekofah dalam rangka merumuskan, melaksanakén dan menge\‘ra!u.asi
kebijakan sekolah, setiap sekolah  berdasarkan tipologi sekofah,
menunjukkan keadaan yang 'bervariasi. Pada kelompok kedl tampak
penga'rﬁh. partisipasi masyarakat cenclenjng lebih besar dibandingkan

sekolah sedang dan besar
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Penomena yang menarik adalah SLTP Negeri tipe kecil yang nota
bene ada di daerah pedesaan atau kecamatan memiliki kecenderungan
tingkat partisipasi masyarakat tinggi, hal itu menunjukkan bahwa konsep
pértisipasi lebih dipahami secara utuh oleh masyarakat di pedesaan.

Partisipasi yang berlaku di masyarakat kita, masih belum diartikan
menurut persepsi yang universal. Para perencana pembangunan
mengartikah partisipasi “sebagai dukungan terhadap rencana atau proyek
pembangunan yang direncanakan dan ditentukan oleh pemerintah”. Ukuran
partisipasi masyarakat diukur oleh berapa besar sumbangan yang diberikan
masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, baik beruga uang
maupun tenaga yang diberikan pada sekolah. Sedangkan pengertian
partisipasi yang berlaku secara universal adalah “kerjasama yang erat antara
perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembhangunan yang telah dicapai”.

Uphoff (1997:7) mengemukakan bah\&a kerangka kerja merekonstruksi
partisipasi mengandung tiga dimensi, yakni konteks, tujuan dan lingkungan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pembangunan negara berkembang, periu
adanya pengembangan partisipasi meliputi; (i) partisipasi dafam mengambil
keputusan, (if) partisipasi pelaksanaan, (i) partsipasi memperoleh
keuntungan, dan (iv) parﬁs:basf dalam mengevaluasi. Dalam
implementasinya aktivitas yang muncul harus merupakan sinerji melalui

ii-teraksi yang dinamis dan proporsional dalam rangka mencapai tujuan.
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Dalam pelaksanaan .prinsip MBS terdapat enam prinsip umum yang
patut menjadi pedoman, tiga diantaranya mendukung partisipasi masyarakat
yaitu :

(i)Besgijak pada “power sharing’ (berbagi kewenangan), vaitu bahwa
pengelolaan pendidikan sepatutnya berlandaskan pada keinginan saling
mengisi, saling membantu dan menerima dan berbagi kekuasaan atau
kewenangan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

(2)Melibatkan partisipasi masyarakat yang kuat. Maksudnya bahwa
tanggungjawab pelaksanaan pendidikan, bukan hanya dibebankan
kepada sekolah (guru dan kepala sekolah saja), tetapi juga menuntut
adanya keteriibatan dan tanggungjawab semua komponen lapisan
masyarakat, termasuk orangtua siswa.

(3)Menuju  kepada terbentuknya Dewan Sekolah. Artinya, dalam
implementasi MBS setiap sekolah harus membentuk Dewan Sekolah
(DS). Pembentukan Dewan Sekolah itu, sebaiknya juga diikuti dengan
langkah-langkah nyata, seperti mengidentifikasi tujuan, manfaat,
perencanaan dan pelaksanaan program, yang menopang keberhasilan

| visi dan misi sekolah.

Faktor-faktor partisipasi yang memberikan pengaruh positif, baru
pada tahapan untuk meiaksanak_én keputusan kebijakan .sekolah. Adapun
Ya_'_‘g__.tampak dominén masih bertumpu pada penetapan badjet pembiayaan

pendidikan dan pemaqfaatan sarana pfasarana. .Oleh sebab itu, faktor
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kepala sekolah sebagai inisiator membangun partisipasi masyarakat

memegang peranan sangat strategis.

4. Penguasaan Informasi
Penguasaan informasi pada tingkat sekolah secara umum memberikan
pengaruh tidak langsung terhadap efektivitas sekolah :
a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kecil 28.10% (rendah);
(2) Tipe sedang 23.30 (rendah);
(3) Tine besar 32.70% (rendah).
b. SLTP Negeri
(1) Tipe kecil 87.5C% (tinggiy,
(2) Tipe sedang 18.00 (sangat rendah);

(3) Tipe besar 39.70% (rendah).

Faktor-faktor penguasaan informasi yang memberikan pengaruh, tahap
penerimaan, pengolahan informasi dan pemanfaatan informasi pada
kelompok SD, belum optimal. Sedangkan pada SLTP kelcmpok kecil,
walaupun masih bersifat manual ada kecenderungan berpengaruh tinggi
terhadap efektivitas sekolah.

Moore {1991:65) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan MBS di
beberapa negara, informasi pendidikan untuk berbagat kepentingan
pendidikan khususnya sekolah menjadi sangat strategis, disebabkén

dekatnya jaringan antara masyarakat sekolah dergan pihak dinas
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pendidikan. Oleh sebab itu, penguasaan informasi bagi .sekolah merupakan
" salah satu kekuatan dalam menciptakan otonomi sekolah.

Temuan penelitian, membuktikan bahwa penguasaan informasi masih
bessifat tradisional dén bersifat menunggu, pihak sekotah kurang proaktif

dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi bagai kepentingan

pendidikan.

5. Profesionalisasi Tenaga Kependidikan
Pengembangan tenaga personil sekofah, secara umum memberikan
pengaruh tidak {angsung terhadap efektivitas sekolah:
a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kecii 26.80% (rendah);
(2) Tipe sedang 24.00 (rendah);
(3) Tipe besar 12.50% (rendah).
b. SLTP Negeri
(1) Tipe kedil 87.50% (tinggi);
(2) Tipe sedang 17.00 (sangat rendah);
(3) Tipe besar 40.30% (rendah).
Faktor-faktor profesionafisasi yang dilaksanakan pada tingkat sekolah
tampak mempunyai pengaruh positif dan ada kecenderuhgan' tingkat
ketergantungan pada pihak pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan
profesiéﬁalisasi tenaga kependidikan pada tingkat sekolah bersifat

menunggu, dan hanya memberikan dukungan transportasi ala kadarnya
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melalui pembiayaan masyarakat, dalam hal ini anggaran yang disediakan
oleh orang tua siswa. Secara esensizl hal ini bertentangah dengan konsep
Manajemen Berbasis Sekolah, dalam konteks pola pengembangan personil
sépeﬁi yang dikemukakan oleh White (1992:71), terjadinya peningkatan
pengetahuan dan keahlian guru dalam pelaksanaan PBM, disebabkan

pengembangan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sekoiah.

6. Penghargaan Bagi Personil Sekolah
Penghargaan bagi personil sekolah, secara umum memberikan pengaruh
tidak langsung terhadap efektivitas sekolah:
a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kedl 27.60% (rendan);
(2) Tipe sedang 30.20 (rendah);
(3) Tipe besar 11.80% (sangat rendah).

b. SLTP Negeri

(1) Tipe kecil 87.50% (tinggi);
(2) Tipe sedang 50.00% (sedang);
(3) Tipe besar 41.70% (sedang).

Faktor-faktor penghargaan tampak belum secara utuh memberikan
pengaruh, dan yang telah terjadi saat ini masih bertumpu pada kebijakan
pemerintah pusat. Akan tetapi, data menunjukkan pada SLTP Negeri kecil

dan sedang ada kecenderungan berpengaruh tinggi dibanding  sekolah

kelompok besar.
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Kondisi tersebut di atas, dapat dipahami mengingat masalah
pemberian penghargaan kepada personil sekolah belum dapat dipersepsi
dengan baik oleh para personil. Ada pandangan penghargaan dapat
dirasakan apabila diberikan dalam bentuk konkret material, sedangkan
penghargaan non material masih dipandang belum memberikan kepuasan.
Sehingga sangat logis apablia di SLTP Negeri tipe kecil, tingkat penerimaan
responden sangat tinggi yang diduga oleh keutuhan memahami
penghargaan. Kondisi tersebut, berbeda pada tipe besar yang secara
material sesungguhnya lebih baik bita dilihat dari sisi  kuantitatif
kesejahteraannya akan tetapi penerimaan ada kecenderungan rendah.

Dalam proses pengembangan sekolah dengan pendekatan perbaikan
manajemen sekolah, diperlukan seperangkat persiapan yang dabat
mendukung keberhasilan perubahan melalui keputusan yang memungkinkan
terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah. Implementasi MBS
sesungguhnya berfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan
efisien yang mengarah kepada kualitas pelayanan dan proses perolehan
pengajaran. Oleh sebab itu, penghargaan merupakan jiwa dalam konteks
pelaksanaan MBS seperti yang dikemukakan ofeh Fierstone’s (1991) datam
penelitian menaenai monitoring program sistem imbalan dan penghargaan
~ kepada guru, pengembangan kurikulum, dan pengembangan profesionalisasi
guru menjadi meningkat.

Peran dewan sekolah, salah satunya adalah memberikan motivasi,

penghargaan (baik berupa materi maupun non materi) kepada tenaga



kependidikan atau kepada seseorang yang berjasa kepada sekolah secara
proforsional. Adapun nilai-nilai kebijakan sekolah pasca pelaksanaan MBS
yang tampak dominan adalah adanya kecenderungan yang bertumpu pada
pénetapan badjet pembiayaan pendidikan dan terciptanya peluang
pembelajaran bagi masyarakat sekolah. Hal ini berarti kemampuan untuk
memberikan penghargaan kepada personil sekofah, belum mampu dilakukan

secara optimal, dan masih bergantung pada badjet pembiayaan yang

diberikan orang tua siswa.

7. Pangendalian Administrasi

Péngendaiian adminisrasi sekotah, secara umum memberikan pengaruh
tidak langsuny terhadap efektivitas sekolan:
a. Sekolah Dasar

(1) Tipe kecil 29.50% (rendah);
(2) Tipe sedang 36.40 (rendah):

(3) Tipe besar 10.50% (sangat rendah).
b. SLTP Negeri

{1) Tipe kecii sebesar 87.50% (tinggi);
(2) Tipe sedang 18.00 (sangat rendah);
(3) Tipe besar 40.40% (rendah).

Faktor-faktor pengendalian administrasi sekolah yang telah terjadi masih
bertumpu pada kebijakan pemerintah pusat. Hal ini berarti kontrol
administrasi pada praktiknya belum ada keterlibatan dari masyarakat
sekolah. Keadaan ini bertentangan dengan pelaksanaan MBS vang

mengisyaratkan adanya (fransparansi dan akuntabilitas. Yang memiliki
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keterbukaan datam pengelolaan sekolah, termasuk di dalamnya masalah
fisik dan non fisik. Sedangkan akuntabilitas (tanggungjawab) memberi
makna bahwa sekolah beserta Dewan Sekolah merupakan institusi terdepan
yang paling bertanggung-jawab dalam pengriu.aan sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memiliki potensi yang besar
dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelola sistem pendidikan
(administrator) profesional. Oleh karena itu keberhasitan dalam mencapai
kinerja unggul akan sangat ditentukan oleh faktor informasi, pengetahuan,
keterampilan dan insentif yang berorientasi pada mutu, efisiensi, dan
kemandirian sekofah. Pemberian otonomi yang lébih besar dengan model
MBS yang bertanggung jawab diberikan kepada kepala sekolah dalam
pemanfaatan sumber daya, sesuai dengan kondisi setempat. Konsep
otonomi merupakan tindakan desentralisasi yang dilakukan oleh lembaga
yang lebit tinggi ke sekoian. Hal tersebut merupakan upaya pemberdayaan
sémua potensi yang tersedia di sekolah termasuk dalam sistem
pengendalian adminisrasi.

8. Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas profesional sekolah, secara umum memberikan pengaruh
tidak langsung terhadap efektivitas sekolah
a. Sekolah Dasar

(1) Tipe kecil 27.70% (rendah);

(2) Tipe sedang 25.10 (rendah);

(3) Tipe besar 11.00% (sangat rendah).
b. SLTP Negeri

(1) Tipe kecil 87.00% (tinggi);
(2) Tipe sedang 15.00 (sangat rendah);
(3) Tipe besar 40.60% (sedang).
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Faktor-faktor Akuntabilitas profesional sekolah masih bertumpu pada
kebijakan pemerintah pusat. Akuntabilitas profesional yang diarahkan
kepada peningkatan kualitas pelayanan PBM, perlu adanya kesinambungan
dén konsistensi seperti yang dianjurkan para ahli, dan dilaksanakan secara
independen. Pada saat ini, tampaknya sekolah masih mengandaikan
pengawas yang nota bene dipersiapkan oleh pemerintah. Tanggung jawab
mutu sesungguhnya tidak hanya ada di pihak sekolah akan tetapi adanya
komitmen kebersamaan termasuk masyarakat. Mutu pendidikan, tidak dapat
dipandang dari satu sisi melainkan dari berbagai aspek, yang dimulai dari
proses sampai dengan dampak l|ulusannya. Sekolah merupakan pusat
transformasi budaya, oleh sebab itu persoalan mutu merupakan unsur
budaya modern pada jamannya. Implikasinyanya, kesadaran mutu
merupakan bagian tak terpisahkan dari peran dan fungsi pengembangan
sumber daya manusia di sekclah. Untuk mencapai transformasi budaya

mutu, maka sekolah harus dibangun berdasarkan kolektivitas kepentingan

dalam wujud masyarakat sekolah termasuk dalam manajemen.

Masyarakat yang maiu akan mempersoalkan mengapa pelayanan
pendidikan tidak memenuhi harapannya, mengapa sekolah dalam
menghadapi persoalan mutu pelayanan tidak melibatkan masyarakat, dan
mengapa sekolah tidak ada upaya bersama. Hal itu bertolak belakang
dengan realita di negara berkembang, pendidikan masih dianggap tanggung
jawab pemeriﬁtah sebab pendidikan merupakan aset pemerintah. Oleh

sebab itu, bagi sekotah yang menoiak keterlibatan pengawasan atau kontrol
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profesional dari masyarakat, menunjukkan pemikiran yang kurang adaftif

terhadap inovasi pendidikan.

9. Penetapan Keberhasilan Sekolah
Penetapan keberhasilan sekolah, secara umum memberikan pengaruh
tidak langsung terhadap efektivitas sekolah:
a. Sekolah Dasar
(1) Tipe kecil 28.30% (rendah);
(2) Tipe sedang 23.40 (rendah);
(3) Tipe besar 24.10% ( sangat rendah).
b. SLTP Negeri
(1) Tipe kecii 87.50% (tinggi);
(2) Tipe sedang 23.00 ( sangat rendah);
(3) Tipe besar 40.90% (sedang).
Faxtor-faktor penetapan keberhasilan sekolah masih bertumpu pada
kegiatan rutin sekolah. Padahal telah kita ketahui, bahwa sekolah sebagai
pelayanan jasa pendidikan harus mempertimbangkan suatu proses untuk
menghasilkan suatu jasa yang dijadikan unggulan.

Jasa dalam dunia pendidikan, dapat diartikan pelayanan yang diberikan
oleh seluruh komponen sekolah, baik yang bersifat administrasi maupun
akademik. Namun kita ketahui béhwa tidak semua kemampuan siswa
merupakan produk dari peiayanan-yang diberikan sekolah mengingat
terdapat berbagai potensi dasar yang telah dipunyai sis;wa. Uraian terf,ebut,'
memberikan gambaran. bahwa inovasi pendidikan harus dipandang dari



276

beberapa pendekatan yang sesuai dengan kébutuhan, dan kekuatan
potensial sekolah itu berada.

Bertolak dari uraian inovasi manajemen pendidikan secara umum,
maka Manajemen Berbasis Sekolah merupakan bentuk inovasi di Indonesia.
Inovasi tersebut, dilatarbelakangi oleh rasional adanya tuntutan yang
mendesak sebagai salah satu dampak dari pergeseran sistem penyeleng-
garaan pemerintahan yang terpusat ke desentralisasi. Hal itu berdampak
kepada penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya persekolahan yang
mengarah kepada peningkatan efektivitas pelayanan sekolah.

Secara total, efektivitas masing-masing tipologi sekolah yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor sekolah dan nilai-nilai kebijakan dapat
diturjukkan pada gambar 5.1 dan 5.2, sebagai berikut :
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B. Analisis Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Konsep Kebijakan
Berdasarkan pokok-pokok temuan dan .pembukt'ian hipotesis
diperoleh informasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan MBS di Jawa

Earat, baik pada tingkat Sekolah Dasar maupun SLTP Negeri yang masih

menunjukkan adanya berbagai hal yang dapat dijadikan acuan perbaikan.

Pola pendekatan yang dilakukan berupa peninjauan dari sisi kekuatan

(strength), dan kelemahan (weakness) internal sekolah, serta peluang

(opportunity) dan tantangan (threat) eksternal lingkungan kebijakan sebagai

berikut :

1. Peluang dan tantangan eksternal penyelenggaraan pendidikan SO dan
SLTP Negeri guna mendukung pelaksanaan kebijakan Manajemen
Berbasis Sekolah, ditinjau dari: (a) kondisi geografis; (b) potensi
masyarakat fokal (c) pejabat pemerintahan lokal; (d) pejabat instansi
pendidikan; (e) dukungan profesional independen.

2. Kekuatan dan kelemahan internat penyelenggaraan pendidikan SD dan
SLTP Negeri guna mendukung pelaksanaan kebijakan Manajemen
Berbasis Sekolah, ditinjau dari: (2) potansi kepemimpinan; (b) komitmen
personil sekolah; (c) partisipasi masyarakat sekolah; (d) sistem
informasi; (e) profesionalisasi personil sekolah; (f) sistem penghargaan;
(9) sistem pengendalian administrasi; (h) akuntabilitas profesional
tenaga kependidikan; (i) penetapan keberhasitan sekolah. Untuk lebih

jelasnya dapat diuraikan pada matrik sebagai berikut:
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Temuan penelitian memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan
yang dikomandokan secéra serentak di seluruh daerah propinsi Jawa Barat,
sampat saat ini baru sebagian kecil yang mengarah pada implementasi sesuai
dengan kekuatan, kesiapan dan kemauan pihak sekolah. Oleh sebab itu,

peneliti mencoba mengklasifikasikan kelompok sekolah yaitu

1. Kelompok sekolah yang proaktif ke arah konsep MBS (Tipe A)
Kelompok sekolah yang mempunyai kemauan besar, komitmen tinagi
dan kreativitas personil organisasi sekolah (kepala sekolah, guru, staf TU,
siswa, orang tua), dalam menyikapi MBS, maka hasilnya menunjukkan
perubahan manajemen yang mengarah kepada efektivitas sekolah. Sejak
Dewan Sekolah dibentuk, tingkat partisipasi masyarakat meningkat, sumber
pendanaan meningkat, fisik sekolah ada perubahan (kebersihan, ketertiban,
keindahan), pelaksanaan PBM di kelas ada penambahan waktu untuk mata
pelajaran tertentu, jumiah judul buku di perpustakaan ada penambahan,
kegiatan ekstra kurikuler meningkat, kesgjahteraan guru juga alda
peningkatan hal itu tidak terlepas dari dukungan pihak Dewan Sekolah.
Transfaransi dan akuntabilitas, pada sekolah semacam ini telah terlihat
hasilnya beberapa kasus yang positif antara lain di Kota Bandung terdapat
dua Sekolah Dasar, dua SLTP Negeri, dan di K=bupaten Bandung dua SLTP
setta Satu SD, Kota Sukabumi terdapat lima SD dan lima SLTP Negeri.
Keseluruhan kasus yang ditemukan memberikan data akurat bagaimana

pertumbuhan sekolah setelah melaksanakan MBS. Pada sekolah semacam
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itu, tampak inovasi telah menjadi kebutuhaq bukan sebagai pemaksaan.
Kepala sekolah mempunyai peranan yang strategis dulam membangun
kerjasama dengan masyarakat sekolah secara sistematis dan
bérkesinambungan, demikian puia meningkatkan mutu melalui perubahan
manajemen sekolah dari pola konvensional ke arah partisipatif, membangun
kepercayaan masyarakat. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi keberhasifan

sekolah yang telah melaksanakan konsep tahapan awal MBS:

a. Aspek kebijakan sekolah :

1) Ada indikasi ke arah desentralisasi sekolah, ditinjau dari aktivitas
pihak orang tua siswa, guru, siswa dan pejabat lokal mulai duduk
bersama melakukan analisis kebutuhan, analisis masalah dan
pemecahannya secara bersama-sama vyang sebelumnya kurang
mendapat perhatian ke arah kerjasama, dan hanya berfokus pada
dana, saat ini kondisinya beruban. Selain itu kesan yang serasi antara
kepala sekolah dengan guru dan orang tua siswa tampak dalam
kehidupan sehari-hari.

2) Ada indikasi ke arah desentralisasi informasi, sekolah dengan
masyarakat lebih dekat. Keterlibatan para tokoh masyarakat, menjadi
suatu pandangan baru bagi sekolah.

3) Ada indikasi ke arah desentralisasi pengetahuan dan kecakapan,
dengan adanya ada perubahan performance personil sekofah melalui

pembelajaran diri dalam organisasi sekolah. Sebagai contoh, para
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guru SD dan SLTP mulai akrab dengan internet untuk mencari model
MBS, kepala sekolah terus memacu diri dan menunjukkan kapasitas-
nya sebagai pimpinan pendidikan, yang sebelumnya agak terabaikan.
Ada indikasi ke arah desentralisasi reward bagi p~rsonil sekolah dari

masyarakat.

. Aspek fisik dan kesejahteraan sekolah

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Ada indikasi ke arah kesadaran membangun sekolah secara
bersama-sama, mulai dari hal-hal perawatan sampai kepada rencana
pembangunan ruang kelas, ruang pertemuan dan kegiatan siswa

Ada' indikasi ke arah kesadaran menambah peralatan sekolah secara
bersama-sama

Ada indikasi ke arah kesadaran untuk memberikan tambahan
kesejahteraan guru dan staf TU

Ada kesiapan psikoiogis sekolah untuk terjadinya sistem pemilihan
kepaia sekolah

Ada indikasi untuk melakukan pengembangan kurikulum lokal dari
gury yang kreatif

Ada indikasi untuk dialog terbuka antara guru melalui hadirnya para
ahli ke sekolah

Ada indikasi pihak pengurus Dewan Sekolah merasa bangga

mengabdikan diri pada perbuatan amal
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c. Efek negatif

Pada seolah yang diteliti diperoleh pula efek negatif, yaitu ada sebagian

kecil masyarakat yang duduk dalam kepengurusan Dewan Sekolah

belum memahami posisi kemitraan, sehingga sering adanya kesalah-

pahaman akan garapan yang menjadi tanggung jawabnya secara

proporsional.

2. Kelompok sekolah yang baru melangkah ke arah konsep MBS
(Tipe B)

Kelompok sekolah yang baru memulai pembentukan Dewan Sekolah,

menyusun program kerja dan sudah ada indikasi ke arah perubahan. Indikasi

perubahan yang tampak dapat diidentifikasi seperti berikut;

a. Aspek kebijakan

1)

2)

3)

4)

Adanya indikasi muncuinya jargon-jargon, simbol-simbol seperti
akuntabilitas, transfransi di masyarakat sekolah

Ada indikasi kemauan kepala sekolah untuk berubah walaupur masih
ada hal-hal bersifat status quo. Seperti dalam pengelolaan keuangan,
kinerja sekolah dan pertanggung jawaban keuangan masih
menginginkan pola BP3.

Ada indikasi kolaborasi antara ketua BP3 lama dengan kepala sekolah
untuk melakukan perubahan

Ada indikasi klaim telah melaksanakan MBS sejak lama, dengan
mempertahankan argumentasi bahwa lemahnya SDM dan sumber

hukum



298

b. Aspek fisik dan kesejahteraan sekolah
1) Ada indikasi perubahan penataan fisik sekolah (penataan kebersihan,
keindahan dan rencana pengembangan)
' 2) Ada indikasi perubahan peningkatan PBM dan ekstrakurikuler
¢. Aspek negatif
Adanya unsur kolaborasi kurang sportif di antara kepala sekolah atau
aparat sekolah, yang rﬁenjadi ketua Dewan Sekolah di tempat ain bukan

karena faktor kebetulan akan tetapi ada indikasi rekayasa.

3. Kelompok sekolah yang bersifat mentnggu (Tipe C)

Kelompok sekolah terbesar (SD dan SLTP) yang bersifat menunggu,
dan mehdengar terhadap diberlakukannva kebijakan MRS. Kelompok ini
tidak cepat menangkap peluang keuntungan inovasi kebijakan MBS, kareha
timbul kecemasan adanya pembaharuan yang akan mengancam kenyamanan

yang ada selama ini. Karena itu mereka status quo, menunggu

perkembangan pihak lain.
4. Kelompok sekolah yang apatis (Tipe D)

Sekolah semacam ini kebanyakan lemah dalam mengadaptasi dan
mengantisipasi apa yang terjadi pada lingkungan, dikarenakan potensi
dasarnya reidah (SDM, alam dan ‘sosek masyarakat setempat). Kondisi
seperti ini terkadang terjadi pula di sekolah perkotaan, namun terbanyak ada

di kecamatan dan desa, sehingga kesan yang diperoleh selama observasi

menunjukkan sikap apriori, dan masa bodoh.
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Dari keempat klasifikasi yang ditemukan, memberikan informasi bahwa
kebijakan MBS di Jawa Barat yang sudah berjalan selama satu tahun, berjaian

secara normatif dan telah ada indikasi untuk melaksanakan walaupun masih

secara bervariasi.

5. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya peiaksanaan kebijakan
Berdasarkan data yang ada, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa
dalam pelaksanaan kebijakan MBS ada beberapa faktor penyebab yang

melandasi belum optimalnya pelaksanaan kebijakan antara lain:

a. Faktor Internal Sekolah
Berdasarkan analisis temuan penelitian ditinjau dari konsep teoretis yang
relevan, memberikan gambaran bahwa sekolah (SD dan SLTP Negeri)
selama ini masih terbiasa dengan pola sentralisasi dalam berbagai aspek
penyeienggaraan  pendidikan khususnya yang berkaitan dengan
- manajemen sekolah. Kondisi ini, telah tercipta sejak lama dan implikasinya
terhadap kreativitas dan daya suai atau adaftasi sekolah secara organisasi
cenderung lemah. Kelemahan yang terjadi disebabkan : (i) kapabilitas
sumber daya manusia sekolah, (2) kekuatan infrastruktur sekdtah, (3)
budaya sekotah yang statis, (3) sistem kesejahteraan tenaga kependidikan.
Konsekuensi logis dari keadaan diatas adalah organisasi sekolah
dihadapkan pada dua macam tantangan untuk: (a) melakSanakan peru-
bahan rutin sehari-hari, yang berlangsung di Iingkungaﬁ mésing_-masing

fungsi meskipun selalu iamban, (b) melaksanakan 'pei*ubahan terencana
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dengan ruang lingkup lebih ivas yang bertujuan untuk menyiapkan

seluruh organisasi dan menyesuaikan diri tentang perlunya pembinaan.

b. Faktor Eksternal Masyarakat Sekolah

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga,
masyarakat dan pemerintah, tampaknya belum secara utuh dapat
dipahami dan disadéri oleh sémua pihak pada tingkat makro, messo dan
mikro. Oleh karena itu dalam aplikasi pendidikan yang merupakan
tanggung jawab bersama masih dalam tataran jargon-jargon. Masyarakat
sekofah dalam hal ini, orang tua siswa, pejabat lokal, pengusaha iokal,
masiﬁ kuat persepsinya bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab
peﬁéﬁnfah dalam hat ini sekolah. Kondisi tersebut, tidaﬁ dapat dilenaskan
dari persoalan; (1) sosio-ekonomi masyarakat, (2) tingkat pendidikan
masyarakat, (3) budaya masyarakat, (4) pemahaman terhadap nilai
tambah pendidikan yang cenderung kurang memberikan rangsangan
masyarakat, (5} sikap kritis dan potitis pendidikan masyarakat.

Konsekuensi logis apabila masyarakat di sekitar sekolah dilibatkan
dalam upaya perbaikan kualias pendidikan melalu partisipasi aktif periu
adanya langkah-langkah kerjasama yang dimulai ofeh pihak pengambil

kebijakan melalui suatu perundang-undangan Yag mengikat.

c. Faktor pelaksanaan kebijakan

Suatu inovasi pendidikan yarng ditaksanakan melalui suatu kebijakan

tingkat atas, dan m: ngikat seluruh unsur terkait sangat erat kaitannya
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dengan aspek hukum. MBS lahir sebagai media inovasi dan sekaligus
kebijakan binas Pendidikan Propinsi Jawa barat dalam era transisi otonomi
daerah pada satu sisi dan pada sisi lain sekolah didorong untuk melakukan
inovasi, yang kenyataannya berada pada lingkup 'kewenangan kabupaten/
kota secara birokratik. Sehingga belum ada titik temu di antara ke dua belah
pihak yang berkepentingan. Konsekuensinya, kebijakan Propinsi belum
sinkron dengan kebijakan yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Oleh sebab
itu, kebijakan yang mendorong untuk inovasi sekolah periu adanya suatu
kesepakatan hukum antara Departemen Pendidikan WNasional, Dinas
Pendidikaﬁ propinsi dan kabupaten/kota dengan pihak Pemerintah Daerah.
Dengan demikian inovési yang dibangun melalui pendekatan mono-
tetik, apalagi berkaitan dengan manajemen sekolah perfu adanya kerangka
kerja yang sistematis, koordinatif dan terintegrasi dalam satu kebijakan.
Sejalan dengan pandangan Daft (1987) yang mengatakan bahwa
Perubahar administratif dan manajerial berkenaan dengan : organisasi,
mencakup struktur, tujuan, kebijakan, insentif, sistem informasi,. dan
anggaran. Perubahan produk atau layanan, berkenaan dengan : hasil atqu
layanan sesuai dengan kebutuhan pihak konsumen, atau pihak-pihak yang
terkait. Perubahan kebutuhan sumber daya manusia berkenaan dengan
tuntutan sikap, kemampuan, keterampilan, pengharapan, kepercayaan, dan
perilaku para pegawai termasuk para pimpinan. Perubahan teknologi
berkenaan dengan tuntutan kebutuhan baik sebagai alat maupun produk, dari

suatu organisasi. Oleh sebab itu, perlu adz wa proses penyamaan persepsi,
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adanya aspirasi pihak tgrkait sehingga mempunyai deskripsi yang relatif kuat
dalam memaknai MBS, Inovasi pendidikan seperti halnya konsep MBS,
tentunya sebelum diterapkan terlebih dahulu harus dipersepsi secara baik
oleh para kepala sekolah, personil sekolah pejabat pendidikan dan
masyarakat sekolah. Tanpa pemahaman yang benar, tentunya berimplikasi
terhadap pelaksanaan yang diprogramkan. Seringkali inovasi pendidikan
gagal disebabkan salah persepsi baik dari pencetus gagasan atau ide,
maupun dari pelaksana inovasi tersebut dalam proses sosialisasi, elaborasi
dan desiminasi. Kegagalan banyak terjadi dari faktor individu atau luar
individu sebagai dampsk komunikasi yang tidak tepat.

Temuan penelitian membuktikan, bahwa sosialisasi kebijakan tampak
kurang memberikan pengaruh terhadap perubahan manajemen sekolah. Hal
itu sejalan dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam hal ini pada tataran
birokrat yang dekat pada sekolah seperti pengawas, kepala kantor dinas
kecamatan, subdin tingkat katupaten dan kota yang belum optimal dalam
mendukung kebijakan MBS. Sehingga tampak, MBS berjalan di tataran
sekolah semata-mata tanpa dukungan finansial, dukungan ahli dan
kompensasi lain. Dengan demikian sangat logis jika terdapat empat tipe
sekofah yang menyikapi kebijakan MBS, yakni proaktif, memulai, menunggu
dan apatis.

Ditinjau dari analisis kebijakan, memberikan kekuatan argumen bahwa
MBS di Jawa Barat periu dilakukan reviu dalam tataran sosialisasi dan

dukungan kebijakan, sedangkan secara konsep perlu ada perbaikan yang
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menitik beratkan kepada perubahan sikap masyarakat berkenaan dengan
penyelenggaraar pendidikan yang mengarah kepada efektivitas dan

bermuara kepada mutu.
. Konsep Usulan Perbaikan Kebijakan Pelaksanaan Manajemen
Berbasis Sekolah
1. Rasionel

Pelaksanaan kebijakan Manajemen Berbasis Sekofah di propinsi Jawa
Barat pada dasarmya bertujuan antara lain: (a) meningkatkan efektivitas
pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekoiah dalam mengelola dan
memberdayakan sumber daya yang tersedia;(h) meningkatkan kepeduiian
warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui
pengambilan keputusan bersama; (c) meningkatkan tanggung jawab sekotah
kepada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, tentunya pihak sekolah dituntut untuk lebih pro

aktif dengan berbagai pendekatan dalam menyiasati pencapaian tujuan yang

dikemukakan.

Berdasarkan penelitian pasca penerapan kebijakan MBS, tampaknya
secara kuantitatif kondisi sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap efektivias sekolah. Namun demikian dalam pelaksanaannya, masih
banyak ditemukan kelemahan seperti nilai-nilai kebijakan sekolah yang
mehyangkut empat pokok ciri universal yaitu, asas kebersamaan dalam
penetapan keputusan, asas keadilan dalam penetapan badjet pembiayaan

nendidikan, asas pemanfaatan sarana dan prasarana serta terciptanya
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peluang belajar bagi semua masyarakat sekolah belum secara utuh
berpcngaruh positif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kebijakan baik pada SD
maupun SLTP di berbagai tipologi sekolah, tampaknya masih berturrou pada
penetapan badjet pembiayaan pendidikan.

Kondisi tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi persekolahan yang
mencakup'kepemimpinan kepala sekotah, komitmen, partisipasi masyarakat
sekolah, sistem pengolahan informasi, profesionalisasi personil sekolah,
penghargaan, kontrol administrasi dan kontrol profesional, serta penetapan
keunggulan sekolah. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas
sekolah periu dilakukan perbaikan pada aspek manajerial dan organisasi
sekolah secara dinamis. Bertolak dari uraian yang dikemukakan, dapat kiranya

diajukan konsep pemikiran perbaikan pada tingkatan dan ruang lingkup yang

mengarah kepada terselenggaranya MBS.

2. Prakondisi Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Seperti telah kita ketahui bahwa secara konseptual, dalam rangka
melakukan suatu inovasi dan sekaligus dijadikan kébijakan perlu ada arah

kejelasan yang terstruktur pada tataran perumusan, pelaksanaan dan

pengendaﬁdn.

Kebijakan merupakan suatu program untuk mencapai tujuan, nifai-nilai,
dan tindakan yang terarah. Kebijakan sebagai langkah tindakan yang. secara

sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumiah aktor berkenaan dengan
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adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Rumusan itu
menunjukkan, bahwa perhatian dalam mempelajari kebijakan terarah pada
apa yang nyata dan dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang

ingin dilakukan. (Lasswell dan Kaplan datam Wahab,1997).

Beberapa hal yang sampai saat ini memeriukan penanganan kKhusus
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan MBS yang belum  terstruktur
diantaranya menyangkut aspek pengendatian, kejelasan dukungan kebijakan
(block grand, hibah, dan jenis bantuan yang bersifat rangsangan) pada
tingkat propinsi, kabupaten atau kota sampai kecamatan, dan/serta
penetapan sekolah (negeri dan swasta).

Sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Propinsi, yakni sebagai fasilitator
dan mediator kewilayahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah
pusat yang tidak dapat dilepaskan dari suatu kebijakan makro dalam kontek.
NKRI. Oleh sebab itu, dalam upaya pengendalian mutu pendidikan dasar dan
menengah dituntut adanya sinergi antara berbagal unsur yang terkait.
Artinya, otonomi pendidikan di sekolah tidak semata-mata terlepas sama
sekali dengan perangkat birokrasi yang terkait. Partisipasi masyarakat tidak
diartikan secara sempit, dan hanya memberikan kewenangan tanpa dukung_an

pemerintah. Sebagai gambaran konkret dapat ditunjukkan pada matrik 5.3.
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3. Penataan Internal Sekolah Dalam Implementasi MBS

Telah kita ketahui bersama di sekolah yang jadi unit analisis,
tampaknya para kepala sekoiah, dan pengurus dewan sekolah telah mengikuti
pelatihan dalam rangka desiminasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, baik
konsep maupun kesadaran untuk berubah melalui MBS belum sepenuhaya
dapat diterima semua pihak. Kondisi yang dipandang belum padunya
kemauan untuk beru-bah, yaitu masih adanya silang pandangan seperti, pihak
sekolah menerima MBS akan tetapi masih ada keraguan akan adanya posisi
Dewan Sekolah yang masuk ke dalam system yang seimbang. Sedangkan dari
pingk masyarakat melalui Dewan Sekolah/Komite Sekolah, merasa
mempunyai kewenangan untuk turut masuk ke dalam system secara
seimbang.

Qleh sebab itu, diperlukan adanya penataan internal sekolah melip.uti:
(a) kepemimpinan kepala sekolah; (b) pemberdayaan masyarakat; (c)
penetapan keberhasilan sekolah; (d) pengembangan indikator nilai-nifai
kebijakan sekolah; dan (e) penetapan indikator efektivitas sekolah. Demikian
pula pada pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah, harus sudah memposisikan
diri sebagai lembaga kemitraan yang adil dan bijaksana ke arah kebersamaan
pencapaian peningkatan efektivitas sekolah.

Untuk lebih jelasnya penataan internal tersebut, dapat ditunjukkan

pada matrik sebagai berikut:



80t

PNy 1M
uslsfeurw sjuy Isiadng 17}

l..m,
- el
-0id senieAZ  UEXEUESYERW Weep
YRIOXDS  JPMBIRASBW  UeNIEqQIRW @
|ewndo eiesss ueyemeq epeday UswafeueLy yi
ueyeiepiaqip jedep yeodes edep Jaquing eid uep uenyelabuad uexuaqWsK @
Yeioes Ye|oyas uawsleuew nuequaLw Jeqy)
uswaleuew nuequwsw Y2 e -2 UM ¥raun Yeoyss Jeyeleisewd

UBIOMDS SJWOY NEIB  YRONas UBMSg
eAuisBunj ugp uesad vehuap lensas
sebiny ueerueSEEBW  UB0NRS IU0SIad

epeday Buenjad ULl @
sefin} ueBuap veeuanaq ueyemeq

epedsy ueeAeasadsy uveusquRl @

[eLaleueL MyR|HSd

Ljpuew eqod |in T

UB(CHIS SJLUCY

Neg yeoNos uemsp weep 1sisod ensas
[Fuoisiodosd giedas yeioes uswaBuety
isBung-sbuny weep legey em Guelp
YR)o{es UaLsleusw

1sBung-sBun; wejep e J1eqiie) JIUoslay

ueeuepuad

Pbpeq  uejqemelbunbbuesdwssw

uep ‘uRydejususw weep eyngel @

yeoyas
weiBoid 1senjeas uep ueeuesyelRd
‘ueevedused wgiep  pedisiued
yese 8y jluosiad ynunjas emequisly @

uonez yejones 1p uswaleuew ugeuesyepd Jsed Jyidleg
-webio  Buies| © ueyBuequisbusi IT3 | sele gemel BunBBueyag esessw (lUosIad yede 2y uosied (nINRS emeqUBI @ uawaleuew eiey
uex
-qemefbunbbuepsdip yedep uep jem
-desucy buepuedip BueA ledepuad
yeloyas uesmnday uejque iseydepefiusui  epes  uveBuepued
-Busd welep wmminy umeny@y eAURpY iebueybusw vep ‘ueyemeq epeday
llqueip buei uesnynday SOy ueledwssay  ueNHAgWSW &
HIPUBW BQOD N (7 | 5EIB RARDIOC  URIONRS JRveleASe|
(ueieses "[euoisesado sius)
uonez jede; uep smyjo)  ‘sefal)  ueyemeq BIEDIS URIONSS Uesmnday uejiquie
-uebio  Bujwes;  ueybueqwabusi (T | uenbrRIaW Yepn jIqueip Bued uesmyndsy -Buad wejep ugjedanay ‘VelRWIBIRY ¢ | uesmindsy uenquebuad ueiedelEy

KpUBW BqOD N Uep DUIpUEq ipris (Tl
UsLualeurw siuy 1SInadns-
snsey |pnis-
JB|npow-

uveuidwiwadsy ueyneRd T

210%3s 1sesiuebio eobbue
16eq uepene) ueyuaqwaw bued ueepur

Uep uededn Luejue  UBSEMLRSSY BPY @

ye|oxas
sejiupies ueledesusd eped s
-usnoiaq Sued jeusfeuew uexepuy @

yeioyes ejedsy
ueuidunwiaday s1631845 5L “ISIA

NVDNNGWYNISIAGIE NVAIYEHId YAVIN

NYUISYHYIG3N YI¥AiTHy

ISHY HOLWAION]

NYNIJIWIINIGTA NINOdWOXN

HYI0X3S SISvaY3g NIWITVNVIA HYTOMIS VIVdIN NVNIJWIWIAIN b°S H1GB




60¢

yejoyas uswsl
ipuew eqod il tm3 -gUew  uesepury sele uegeme(Bund
yejoxas uejeiay denas -Buewad  elwp Wmun eynQRL @
uonez jeissed undnew 15e4693ULB] YR ‘YRI0NaS eAuueudwiBday ueyepun
ueblo  Buwea]  ueybuequsbBusiW @ | JeeseASeW U0 Upneip ynjun exngie)l @ | elebes  seje qeme( GunbBueysg @ onisit BunBEueusw NyRjed 8
JRmymelisya undnell J2|my1ny Jejisiaq
qieq emsis ueielBay seie dmeuop ‘emsis
uipuew eqos in 1) | eny Bueso esed pep uebumynp eAuepy @
ye|oas ueleiBsy iebeqsaq welep ReUwP
uonez Bued yejodas IpE[UsW  YMUN  BMmS|S NieqJa) Ue|oxas
uebio  Buiwes]  uexBuequablaw Ty | uep yeloyes jucsiad jebuewds eAuepy @ | Ipelusw ymun nesi) leAundwal @ 1s1eduwoy MyeuRd N
UPIONSS SAILLOY NBIE YEB[0Nas UEMap T 7
u2BUID BLRIIP] YEDNIS InjRIeASew
ubusp  jebuey Bued  seyunwoy @
Ye|0%Ss |eula)
uipuets eqo IiN Ty | -S@ 1seswefucioiul eweseldy eAuspy @
yejoxas feuosiadioill syduoy eAuyepuay @ Ye|oy@s [ewis)sys undnew
uojez 1ebuey [eussul uesgiey eped ieq (BISOS .”
-ueBio  Buwes; | ueyBuequisbusyy Ty | BueA jeucsiadiolul ewese(sey eAuepy @ | ISRIBIULSQ AN MIP BANQURKW  ® {BISOS NYR|11Dd 9
NYSNNGWYNISINEIE NYXIVEEdd YAV NYTISYHY383N YIa1TdN | 1S3V HOLYNIANI NYNIQWINZdIA NINCdWOA ON

~ (NVANCNYT) FV 10735 SISVEH38 NIWITYNVA HYT0Xa5 VIVAZN NYNIGNTNIED &S *Hieh



0l¢

gisnugw ueqiiemay ,|, ByeSNbLag
(euep uep efeusy ‘urlpid) Bunsbug eAep Uaquins  seyeny  uepexBuisw UEp yey Jweyewsw euas 1sbuny uep uemeAgpng
vesd depeysd} (yeoyes uemaq) ewenmn

Aepn neyr BunsbBue| wnjusg weep

uweep giens migjuad uep dexis yajo

D leeieASew yoyo |

ueeibey |ebeqiagq weep ueqeQng LN Isepuep BueA wisBuequins Jpje uelsy @ | 1sesiuebio Uep npAipul  uswiwoy @
leuoisiodoid eiedss Yejoyas
uexe(lgey  1senjeasbuswl e uny @
JeuOISI0d0Id BIRIBS LRIoYS
uexeligsy  ueyeuesyeW e wuny @
feuoisiodold ei2oas yeoyss
ueneliqay ueySnIIMPL Weep Jaye mnny @
(uepBbuew.ad ‘unns uenwapad eAuLEqIDIp BueA ueqifemay
‘ucdai)  ‘ueioNES  UBING  ‘yeing ugsed Jege sele oyisu sunbueusly  ® | uep ey uelewILW eu9s 1sBun) uep
uebunfuny 'Bunsbue) ISyets1u) em Gueso sebn) verd depeusy {yeowas uemaq)
NjeleW yejonas uexellgay Isesjeisos i1 | ueeuesyead depeyss) gemel Gunbbue] o | sesiuehio UED NPIMPUT USUGIWCY & emsis en Bueiry
U=iones [p Jefepd veyningay (ueqellisly &
SIS0 isbuny uep uesad ueienButag Y Jefe27 new ynun oyisp KunBbueusy @
. YeIONaS Ip Jefejaq sefny Jefejeq ueqilfemay depeyss) BMSIS
dg 56un) uep uessd ueyenbuusy Ty ueeuesyejpd depeyssy qeme! BunBBue) @ [SeSIURDIO uep NPINPUI LBLILOY @ P8ISO
ue
-BISNUBLURY  SY)UOY WRIRp anpily Jexey
[euRsa0.d 1siatadng uey|puassaq uayp|pusd ueuelesd @ [EISOS YeIeM, @
sebm wejep uelidwesaysy uep
uenwiy  uexedeldy sele  iseNyJeseg @
ueyiplpusd
uRueAeisd weep dwessy Uuep Uy @
Ueliyesy ueiebioAuad uep iIsexpues uayiplpuadsy sebny seye seseiee) @ ualpdwoy ¢
eI
1{EBASBW  UBNIUBY  UBININ  BUISUSW @
gAuveqwsip Suek
sebny leqple sele  oyisu funBbueusyy @
uoRe? ugyipipuad ueueAead sebm uexipipuad veugAelad ML Jels uep nng
-webio  Buiusest  ueybuequabus 4Ty ueevesyead depeyss) qemel BunBbue] o depeysy  npiaipul uauuoy @ : {EI0NIS [HU0SISY
NYDNNGWYNISINGIE NYNIVET3d VAYN NYUSYHYIEIN Y311y - [SAY HOLYNIQONT ISYAISILdvd NINOJIWOM _

HVIOM3S LYNVYVASYIW ISYAISILdYd NYVAVAdIgWTd S°C AR



e

AULBAR[M
Ip 1eigAsewr 1Beq ueyipipued usueieRd @ #nand uedepd setem @
1eyeIRASRW NEYe pAULRAR|IM
ugyemeq uesode| sele wryny 1sbues iy | 1p |euoissjold uelegel sele  sese jeRl @ ualedwoy @
Ye(oyas weiboud egbas seje
JjBuny epedsy ueyiodepw uep EEUSW @
Yejoas ueyelgay uep yeuawad
weuboud BUIGLUBW neewsy @
ueyipipuad eALuequsp BueA
veeseBbugpiuad veeuiquiad  weep sebny jeqpe seye ojisu BunBbBueunl @ uexIpipuad seulq ejeday
vejeqiuaiey uep sBuny uep uelad ugxyippusd ueesebBusEAuad ueewquiad ueyipipusd ueesefBugpAusd Leeuly semebuad
euabuaw  yeiusued  ueimessg 173 | ueeuesxersd depeuyssy  qemef Bunbbue| @ | -wad depeytsy npApUl  USWINLLOY @ T ueyipipuad Jeqelad _
CYANEL TN
ip 1eiedsew 1Beq uipipuad ueuedead @ Hgnd uedead yelepm @
ujipipuad ueeleBBuspAusd
ueel)qusd werep I RIRASRLL
uglequaisy ewuss isbuny uep ugsad
leuafuaw  yeuwewad  uwimelsqd T eAuyeABIM Ip URJRge! Sej sESEleR| @ usjadwoy @
YBIONas MUBqQWBK B
rAULRqQUIBIP BueA .
. sebny jeque seye oyisu 6GunBbueusy @
yeAeiam uexeligay yniuaq weep ueyipipuad ueerebbusisiuad ueeugiad upyipIpuad ueeleGiuapAusd ueeulg “nedng/ielen/yein/my/
ueieiBay 1ebeqiag weep ueeqd T | ueeuesyejed depeysd) qeme| BunBbue) @ | -wad depeylsy npwpwl  uswiwoy @ ! (B¥0f Jeqelsd 5
NYONNSIWYNISINGAG NYHIYEHad YAYdN NYISYHHI9TA YINALLTHN 1559 MOLYAIANI 1SVdISLLYYd NINODINOMX ON

(NVLNCNYT) HYIOM3S LVIVIVASYIN 1SVAISTLYYd NYVAVAYIgWId GG JHiel



iy

uejuiawad 1sesuadugy 1T}

HIpueWw eqod iln 7y

yejoss sibajells uebunybuy uebusp ens
-2s seuy BueA uelelepquad elueydig)

yejoxss siiajeils
veCunybuy  uebuap  enses Nt
Bued emsis ueldwessiey uep ueryey
sfuad ueysoied ueeyBuiuad eAuepy

emsis ueiejiuad Joxal - Joyas eAuedinia]

Jryrusy jedep
Bued emsis ueldwelsisy uep uenye)
-sbuad ueyaciad ueyeybBuiiad eAuepy

B3O} Wy LNy uenyedaquad @

[euoIseu

wnimuny  iselusdw; velenbuad @

eI
T NNy

wnyny 1sbues 7y

uswalevew Mnw ueyepusbusd
leusbBusw  yeuuawed  usinjesad

Yejuiawsd semebusd uep
Yeioyas Jexesedsew yeyd yzie esynadip
3¥NUN ueeyngisisy uep uedeissy eAuepy

yejovas weubioud jsenjeas
-Buaw  weep JejereASRW  URIRGHISIY
NfeRW  yejoNss  seyqeunye  eAuepy

yejoas Lexefigay

uesepue| |eGeqss ueyeunbBip jSeULC)L
euewiebeq ISEIUSWNNOP pAuepy
uedwisip uep ysjossdip n 1S

-Buuoyur euewitebeq (sejusnyop eAuepy
IepewSWw

BueA 1sew.ojul wa1sAs 1235uelad eAuepy

Yeoyes

[uosisd epedsy ueeBieybuad vAuRdDIS]
IpueLL

eredas 15e5]|RuoISsjoId eduerdinie
ueurAgd nynw eAepng cAuedRIs |

@
@

uslwaleuew nnw velepuabusd @

ISBLIOI Walsls @

ueyipIpusday Was  ®

uawsleuey

NYONNGIWYNISINGIE NvHIvad3d YAVdN

NYIISYHYIEIN w3y

[SXY JOLVAIANT

NYINDONNIN  NINQAIWOX

HYI033S NYINDONNIA NVQ NYIISYHYIEIN NVdVLIINTd 95 MR




UE|0%3S UBlDWES T

yejuuawsd [sesuaduoy

Jmsod BueA
pMels  ueieibay  (eusBusw JexeipAsew
yepAeossday,  uep  (wn  eAuRdinid)

yejoxas

emsis  eisn  Bunupuebip Bued  nquie
iefeqgas Ueoyas Seyy eweu 2Aueldnig)

Isusjodiaq
BMSIS US|0 uedesessy yeAgm  njens
psenbuaw  uendwewsay  eAuediua]

(emsIs sepaods esel U nquiUSLW
jedep DBueA  emnsusd  ugp  ‘Bquo|
-eqWoT ‘VadCd ‘DIW adas empsised
efeqiaq  wejep 1eyss  uebuesiad

nepw  nbbun  edepng rAuexdpnis] @

{swusiq uep ebog ‘euesnq ‘ueueliad
S uepdwesisy uedeyeos)y

ueebeiugody uedeyeday
ueasay uedeyesoy

ueeweheay uedeyesay

& @ @ &

SNy sy

NYONNBWYNISINYEG NYAIVEYad YAYdN

NYIISYHYIA3Y YIYILTEN

ISAY JOLYAIANI

NYINSONNIN  NINOdWON

(NVINCNVTIHYIONIS NYINODNNAN NYA NYTISYHYIEIN NYdV.LIINId '9'S RHIen




CNES JEXBIRASEW TLUGUOYe vendwietiay o
iBeq Jelesg epaw (eBequs yelodss @ Ue|oyas JeqeieAsew jnped deyis @
. Briuss yeioes JeveleAsew exngiay deyis @
1beq iefejpq lzqwns jebegss URIONSS © LB|OYSS Jex
(eny -eieAsew uesebeb-apl ISeULIOJSUBS]
isesiuebuo Jefelaq uebuequwabuad 173 | BUEIC ‘emsis ‘nunb) yeoyes 1eeleAsew -Usw weep yeloyss eedsy ueud
Yejoxes veyojuo2sad ya(0id Jo)Id 1y | uesefepqusd  Isewloisues) RAURIAMS) @ | -Liuaday uendwewsy uep vedeisay @ aelepq Buenad rAuedinia) SeSy
ems|s yejwnl uebuap IjRieisew Woudys vendwellsy @
ueuedpiad  OjSES  UBYIESEPISG  YBloNIS Ye|Oos JeveleAsew jnpad deyis @
seyjisey ueeunbbuad usbunpuiad eAuepy @
UejoHes Jeveiedsew exnqial deyis @
Ue|ORs Selllise)
ueepebhusd Isugigjsue  eAueldidiRl @ HRIoNas 12y
-eljeAsew  uesebeB-ap) jsewdosues
ye|oaas sellisey ueyningsy uexde -Usll Weep yeodes eedsy  ueud Ye|CYDs SeY|Ise)
ye|oxss ueyoonsad 3af0id 10iid 71 | -dusl, Weep ueeweslagey  cAueidpil @ -Wiwisdey uendweway uvep uedeisay @ | ueeunBBbusd wejep ue'lpeay Sesy
IWoUGY2 uendweusay 1EXEIRASBLU (UOUOYS uendwewdy @
sejeq uebBuop  (BNSSS  UENRS  IeNEd
-RASRW isnguisuoy uebunmyyisd eduepy @ Leoyss JeyeleAsew ynpad dexis @
{e|o%as Ip Yejonzs JeNeIeAsall eyngsa) deis @ _
vesipipuad ueedeiquwad ueserabusd uep
ueyynsewsd  jsuelejsuel) pAueldie| @ yeoyss 1ey
_ -BieASEW  ueseBeb-opi SBUIIO)SUR
yejoyas ueeAeiquisd ueynngay uexde) -UsW wejep yeoyas ejedsy uveud ueripipuad ueeAeiquad 1e6peq
Yejoxas ueyojuodsad wafoid 014 17 | -ausW welep ueewesiagey 2AvRldpial @ -ujlisdsy uenduiewsy uep uedeisay @ | uedejouad Wejep uelipesy Sesy
HeSNINGSH UeYRUBSHESW ¥Nun ue
-18yedassy uep usweyedassy eAuRldinel @ eoxas Jeyeieisew |Inpad deyis @
UE|O3SS UesnInGay uejique
-Busd uesepue| 1ebeges ejep veweyewsd Uej0xas 1BYBIRASEIL BYNQIDY deyIs &
uep uesefeb ueewesiad eiuvedniel @
uyipipuad uening eAuedenss) YBJON3S 18
beq  yusod  ueiywad  eAuedpial @ | -Rledsew uesefeb-apl 1seWLOSUR)
uexipipusd  uenfny jededusw -Usllt wejep yeloyes ejedsy ueurd yeoyas besninday uedelsuad uep
Uejoxs Ueyojuadied ya(oud 10(ld (1) | ¥NIUn  ISeloQRION  eAepng  RAuRldRIa) @ -Wiwaday uendwewsy uep uedeisay @ | uepquebuad UBBWESIDOSy Sesy

NVYONNGIWYNISINYIE NYAIvad3d vAVdN

NVIISYHHIE3N YIuF1 TN

ISHY YOLWIIANI

HYI0X3S
NYAUYCIE3N IVHN-IVIIN

HYI0X3S NYXVYCI9IN IVTIN-IVTIN YOLYMIANI NYONVIWIONId 'Z'S NIdLViA




Sle

ye|o%ss ueebien|syay

ueNEIdIcUSL LUEIRP UBBWIRSIOQDY RALRDY &
Lej0YST Leuewesy :
uBNEICIPUBL LRIER UgBWIesSIoqey eAUGpY @
YBIONDS LRyepuRy
uyendious WeIBP URBWRSIRGSY eAuepy @
AIU0Y AU RPUR)
uep ugweAu DueA 1SIpUDY NIENs RAUBpY @
BMSIS
uep |uosiad enwas 1Beq ‘ueypipuad
nyewad epedsy yeleBuow Sued deys
ye|oyes ueyojuodsad yaloud oid  (T) | vep Iswinse ‘ueunipAay ‘leju-ielu eAURDY @ yeioyss eAnpng @ smov_.wm HIVE
efes
edrIS Ua|c 1pnRIp ¥niun uedeisey eAURpY @
nuossad npinipu denss 16eq welboud
ueeuesyelad gemel BunBbuel eAuepy @
[ostad wesboud ugsemebuzd @
' epeday ypoyes Sueuamam  uepsqusd wesboud ueepusbuad @
syo3u0y weep edexsed Ouyzs eduepy @ wesboud ueiseupiooybusd @
ye|oxas usyoucaad yafoud oud M YejoNa5 WelBosd SeIUBIrN0op RAUBDY @ wesbosd iBajrils upRLEIURISd D yejoyss uawafeuely ;
SEf@% Ip uRipipusd )l
yajuoy wejep lefieybusw Bues edvepy @
uesefejaquiad
wejep runb uep ems)s uesendsy eAuepy @
Jepuels iedesusl wng Bueh emsIs
iBeq uesefeipqwad ueyiequad BAUBDY @
uBlgJsSuRs
BIZODS uelnfueRyiaq ISenieA? eAuBpY @
LE{O®3S Uep BMSIS ‘Tuntl ueyeipasip
Burd lelejpq eipsw uebunynp eAugpy &
' EMSIS UeRyDUBUSAUBLWY
GueA  ueielepequuad iseylalts BAUSRPY  ©
emsis Jeejaq jedws) [RIpUB) Uep ISenjRAT @
ieBeges  se@y  ueueweAuay  pAuepy @ Jefepg eipsw vebuming @
b1 HEN N ueJelepquad uep se@y ueepRbuad @
Yejoxes ueyojuodsad Hafoud 101d (11 | BueA ninb 2ueduss 1IseIUBWINNCD eAuepY D nink ugeuesURISd @ sepey Ip Je(ebusly 1elejsg sesold 1
HYTION3S
NYONNBWYNISIHNATE NYNIYTHId YAVIN NYISYHYZE3N YT LIEA ISHY HOLWIIAN]T SYLIALLNIIE NINOJWOA ON

HYIOM3S SYATALDZH3 YOLYIIAONI NYONVEAIWIAONTd 8'G YeR



9l¢

JRUSS UBp uBWie eSey @
ueelgyelesay @
jeuno; ueebieybuad pyng uveebienpey @
NePWw eyeieAsely uenyebuad eAuepy o sebnuaqg ymun yeaeblag @
ye(oxas ueyojuodlad yahoud ond @ 1NQ35.3] YB|OX3S Ip BMSIS LepuaJ ssa03s pjelen @
uep nunb ipefusw ebbueq eses eduepy @ yepuas isuasge 1ey8uyl @ 1815 uesenday
uejjeleARSELIGY
j0uy 1ebeqiag  wejep  Jegasia)
BueA (uwnje) uesnn  yRUING @
Yeloyas uesn|n| ABAUEQ YIEq JRIpsIdiag
depeyia) jeeieAsew uenyebuad eAuepy @ uebusp 166un uigs) Bued yejoyos
166un yige) Buelus( oy ueypipuad 1e6un eped ewzlp Buek uglunf @
uepinfUeELL BMSIS ISRIUSWINNOP BAUBDY @ 166un
Ue|o®es ueyciuonad waloxd 101id @ EMSIS LRle(iuad IsSejuswniop eAURpY @ | EMSIS Blel-@jel iU JONS UeuD|0lad & emsis Jefeleq isey uelededuad
BMSIS LUe|ISey1aqas uep _
u21Beq uxednisw uebuiquiq fiwn eAuepy @
uebuiquiq weiboid uebuap ueeuadag
en} Bueso uep emsis uesendsy eAUBpY @
ye|oxas
uemap uebuminp uebusp ueEuiquaquiad
welboid esejue  SesjuonUIS  BAUBPY @
) UElRSEWLBg BMSIS Ueuninusd
Neje emsis e uep jeuiw uebuiguig
lsey  u=buequiaied  eep  eAuepy @ uebuiquig uetodey @
ems)s uefuquiq ueueiead uebuiqung isenjeay @
beq  xeder Ofued Jedws) eduepy @ uebuiquiq ueeuessepd @
eny Bueio vep mnb is6un; ‘ueiad ewes uebiquig eipsw
ey  mnepw  uebuquig Leeuesyejad uep Jedwsy seyuse) uebuning @
ueleyedasay uep ueweyedssay eAuepy  ® | {(en) Buelo ‘ninb ‘se ljem) vebuiq
neuRlsis bued uebuiguig -uig  ueuedepd  ueiseuipiooyBus @ BMSIS 1e3eq
Yeoxas veyoiuodsad yaloud 104 | wesboud  euedusd SRIUBIIMYOD RAUBDY  © uebuiquiq veuedead veeuedualad  ® UEp Jeuwu  isuajod  uebuiquag
HYI0X3S

NYONNGWYNISINEIE NYNIVEYId YAVdN

NVIISYHYIEIN YIUFLINN

1559 HOLYNIANI

SYLIALLNIAT NINOJIWOM 1

(NV.LACNY) HYIOM3S SYLIALLE3

S (S

UOLYNIANT NYONYEWIONTd "8°S NGB




4. Dukungan Implementasi Kebijakan MBS
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Pelaksanaan kebijakan yang terkendali dimana pihak birokrat secara

proaktif melakukan pembinaan melalui monitoring, pengukuran, dan penilaian

sebagai proses evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan. Namun

demikian sekolah secara aktif harus menentukan pilihan pelaksanaan sesuai

dengan potensi yang ada. Hal ini berarti sekolah menentukan ialannya sendiri

dan pihak birokrat menjadi fasilitator. Keuntungan yang diperoleh dari

penerapan MBS, sekolah menjadi mandiri secara alamiah, sesuai dengan

potensi wilayah, potensi SDM dan potéhsi lingkungannya. Sekolah akan

berkemtang atas kemampuan sendiri, dan masyarakat sekolah akan menjadi

faktor penentu keberhasilan dalam MBS.

5. Estimasi Perkembangan MBS

Dengan adanya model dukungan kebijakan yang bersifat intervening,

diprediksi akan terjadi Tipe sekolah pada tahun 2008 yaitu seperti dapat

ditunjukkan pada Matrik berikut :

Matrik 5.9
ESTIMASI TIPE SEKOt AH DASAR DARI SAMPEL
NO SAMPEL 200 2002/2003 2004/2005 2006/2007 200872009 KONDIST |
1 TIPE A 30SD PERSIAPAN SIAP PENGAJUAN PEMILIHAN | MBS PENUH
MBS MBS MANDIRI KEP SEK
|2 TIPES 405D - PERSIAPAN SIAP PENGAJUAN MBS
MBS MBS MANDIRI SEBAGIAN
3 TIPE C 90 SD PERSIAPAN BINA SIAP MBS PENGAJUAN
MBS MBS MANDIRT |
4 TIPE D 40 SD - TIDAK LAYAK |  SEKOLAH NON MBS
MBS BINA

Apabila asumsi pertahun sampel bersifat kontinyu dari populasi yang ada

yakni sekitar 200 SD di Jawa Barat melaksanakan konsep MBS per tahun,
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maka diprediksi selama lima tahun akan terjadi kemandirian sekolah

berdasarkan perbandingan tipe sekolah sebagai berikut :

B> Kemandirian 30 SD siap melaksanakan pemilihan kepala sekolah pada

~ tahun 2008 (MBS penuh)

B> Mamasuki kemandirian 40 SD dan mengajukan pemilihan kepala sekotah

pada tahun 2008 (MBS siap penuh )

> Persiapan kemandirian 90 SD pada tahun 2008 (persiapan MBS)

B> Perlu ada kebijakan kepada sekitar 40 SD dinyatakan tidak layak MBS

pada tahun 2C08 (non MBS).

Selanjutnya dapat kita tinjau pada SLTP Negeri yang menjadi sampel, seperti

ditunjukkan pada matrik berikut.

MBS

BINA

Matrik 5.10
ESTIMASI TIPE SLTP DARI SAMPEL
FNO SAMPEL $00 200272003 2004/2005 2006/2007 | 2008/2009 KONDISI |
1 TIPE A 15 SLTR PERSIAPAN SIAP PENGAIJUAN PEMILIHAN MBS PENUH
! MBS MBS MANDIRY KEP SEK
L2 TIPEB 20SL7P ’ PERSIAPAN SIAP PENGAIUAN MBS
! | MBS MBS MANDIRI SEBAGIAN
3 TIPE C 30 SLTP f PERSEAPAN BINA SIAP MBS PENGAJUAN
' MBS MBS MANDIRI
4 TIPE D 35 SLTP ° TIDAK LAYAK SEKOLAH NON MBS_1

—_

Apabila asumsi pertahun sampel bersifat kontinyu dari populasi yang ada

yakni sekitar 100 SLTP di Jawa Barat melaksanakan konsep MBS per tahun,

maka akan diprediksi selama lima tahun terjadi kemandirian sekolah

berdasarkan perbandingan tipe sekolah sekitar 100 SLTP sebagai berikut :

bo  Kemandirian 15 SLTP siap melaksanakan pemilihan kepala sekolah pada

tahun 20C8 (MBS penuh)
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® Mamasuki kemandirian 20 SLTP mengajukan pemilihan kepala sekolah
pa;da tahun 2008 (MBS penuh )

® Persiapan kemandirian 30 SLTP pada tahun 2008 (persiapan MBS)

B> Perlu ada kebijakan kepada sekitar 35 SLTP dinyatakan tidak layak MBS
pada tahun 2008 (non MBS)

Estimasi yang dikemukakan apabila ditarik pada garis populasi sekolah yang

ada di Jawa Barat, maka akan diprakirakan peningkatan kerandirian sekolah

terus meningkat.






